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ABSTRAK 
 

Fintech Peer to Peer Lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk 

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka 

melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung 

melalui  sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Peer-to-Peer 

(P2P ) Lending merupakan fasilitas kredit tanpa agunan untuk memperoleh 

pinjaman, dengan kemudahannya dalam memperoleh pinjaman banyak 

menimbulkan masalah hukum. Di Otoritas Jasa Keuangan Regional Sumatera Barat 

yang mengajukan pengaduan berstatus sebagai lender atau sebagai pemberi 

pinjaman yang menginvestasikan dananya ke fintech lending tetapi fintech lending 

ini tidak mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam 

perjanjian. Metode penelitian adalah yuridis empiris, yaitu menganalisis 

permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan 

hukum, baik primer, sekunder maupun tersier dengan data primer yang diperoleh 

dilapangan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian 

sengketa konsumen fintech peer to peer lending terdaftar di kantor Otoritas Jasa 

Keuangan Regional Sumatera Barat. Apa kendala yang dihadapi OJK Regional 

Sumatera Barat dalam penyelesaian sengketa konsumen fintech peer to peer lending  

terdaftar dan apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Hasil penelitian 

diketahui bahwa penyelesaian sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 

Sumatera Barat hanya sampai tahap penelaahan pengaduan dan ditindaklanjuti oleh 

Otoritas Jasa Keuangan Pusat dengan menunjuk fasilitator sebagai pihak ketiga 

dalam penyelesaian sengketa, yang menjadi fasilitator dalam hal ini adalah 

pejabat/pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang memenuhi persyaratan. Pada sengketa 

konsumen ini pihak penyelenggara atau Fintech Lending telah membayar ganti 

kerugian terhadap konsumen dan hal ini telah di konfirmasi oleh Otoritas Jasa 

Keuangan Pusat dan kendala dalam penyelesaian sengketa konsumen membutuhkan 

waktu yang cukup lama dalam penyelesaian sengketa karena semua Fintech Lending 

berpusat di Jakarta, solusinya dengan mengharuskan Fintech Lending yang akan 

melakukan usahanya harus memiliki kantor pemasaran atau cabang di tingkat 

Provinsi. Selanjutnya masih banyak masyarakat yang mengajukan pengaduan terkait 

Fintech Illegal, mengatasi hal tersebut OJK mengadakan sosialisasi ke masyarakat 

agar lebih bijak dan berhati hati dalam melakukan pinjaman online. Penyelesaian 

sengketa di lakukan sampai tahap penelahaan pengaduan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan Regional Sumatera Barat. Kendala yang di hadapi Otoritas Jasa Keuangan 

prosesnya butuh waktu lama karena diteruskan ke Otoritas Jasa Keuangan Pusat. 

Diharapkan kepada konsumen untuk lebih hati hati dalam menginvestasikan 

dananya. 
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